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JI.Bessai Berinta Gedung Graha Taman Praja Blok Il Lantai Il Kelurahan Bontang Lestari Kode Pos 75325

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG
NOMOR : 110 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG
NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-
2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Bontang;

b. bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bontang.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,
pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Memperhatikan :

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang;

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Tahun 2019-2021.

Surat Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bontang Nomor 75 Tahun 2019, Tentang Indikator
Kinerja Utama 2019-2021

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
masing-masing Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang,
untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana
Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta
melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kota Bontang Tahun 2020-2021.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2020 - 2021

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di  : Bontang
pada tanggal : 03 Agustus 2020




LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG

NOMOR : 110 TAHUN 2020

TANGGAL : 03 Agustus 2020

1. Nama Organisasi :  Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Bontang

2. Tugas . Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan;
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi DPPKB dan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi DPPKB.
4. Indikator Kinerja

Utama



NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | SATUAN FORMULA PENJELASAN
1. | Terwujudnya pelembagaan L .
: A Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja
PUG, peran aktif Partisipasi Angkatan % Perempuan/Jumlah Angkatan Kerja -
perempuan dalam bidang | Kerja Perempuan Perempuan x 100%
politik, hukum, sosial dan
ekonomi dalam organisasi | Partisipasi Pekerja Permpuan di Lembaga
serta penyediaan layanan | Perempuan di % Pemerintah/Jumlah Pekerja Perempuan x -
bagi perempuan Lembaga Pemerintah 100%
Partisipasi Pekerja Permpuan di Lembaga
Perempuan % Swastah/Jumlah Pekerja Perempuan x -
dilembaga Swasta 100%
2.. | Terwujudnya pelayanan . Jumlah KDRT/Jumlah Rumah Tangga x
perlindungan perempuan | Rasio KDRT % 100%
dan Anak dengan baik
J Penyelesaian ti?{}g%’; kekerasan
Pengaduan o > korban tertangani / X korban terlapor x P
> 0 perempuan dan
Perlindungan 100% anak
Perempuan dan Anak
: Madya: 600-700;
Capaian _ :
b . - Nindya: 700-800;
Penyelenggaraan Rasio Nilai (kelembagaan + X Klaster) Utama: 800-900
Kota Layak Anak '
3. | Terwujudnya kualitas

pelayanan terhadap
keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi
pada masyarakat secara
lengkap, benar dan akurat

Rasio Rata-Rata
Anak dalam Keluarga

%

Jumlah Anak/Jumlah Keluarga

. _ Laporan  Statistik
Rasio Akseptor KB % Jumlah Akseptor/Pasangan Usia Subur Rutin
per 100 orang (PUS) x 100%
Laporan  Statistik
Cakupan Peserta KB % Jumlah Peserta KB/PUS x 100% Rutin

Aktif (PUS 32.569)




NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

FORMULA

PENJELASAN

Terwujudnya institusi,
peran serta, ketahanan
dan kesejahteraan
keluarga dalam
menyelenggarakan institusi
dan peran aktif serta
ketahanan dan
kesejahteraan keluarga,
dengan sasaran
terwujudnya norma
keluarga kecil bahagia dan
sejahtera

Keluarga Pra
Sejahtera dan
Sejahtera |

%

Jumlah Prasejahtera dan Prasejahtera I/
Jumlah Keluarga x 100%




